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Perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Terdapat perbedaan istilah-istilah
perjanjian internasional namun hal tersebut tidak berpengaruh pada kekuatan hukum perjanjian internasional
itu sendiri. Negara sebagai salah satu subyek hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam
sebuah perjanjian internasional. Pemerintah Pusat merupakan elemen negara yang dapat mengikatkan
negara kedalam sebuah perjanjian internasional. Pemerintah Daerah memiliki peranan besar dengan adanya
otonomi daerah dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk membentuk hubungan luar negeri
diantaranya dituangkan dalam perjanjian internasional. Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province
merupakan salah satu perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Untuk dapat
mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province harus mengikuti rangkaian
mekanisme koordinas dan konsultas dengan Kementerian Luar Negeri dan mendapatkan surat kuasa penuh
(full powers) sehingga dapat menandatangani perjanjian internasional untuk dan atas nama Pemerintah
Republik Indonesia. Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province dapat memberikan banyak peluang
untuk mengembangkan daerah.

<hr><i>Treaties are the main source of international law. There are severa different terms of treaties but
that fact doesn't affect the legal force of international treaty itself. State as one of the international law
subject has the capacity to engage in to atreaty. The Central Government is the state's element that can bind
a State into atreaty. Local governments have a major role with the regional autonomy and they must adjust
to the needs to form international relations which inter-alia established with treaties. Sister City/Sister
Province Cooperation Agreement is one of the treaty that concluded by the Local Government. In order to
bound to a Sister City/Sister Province Cooperation Agreement the Local Government must follow series of
mechanisms of coordination and consultation with the Ministry of Foreign Affairs and to obtain full powers
so that the treaty is signed for and on behalf of the Central Government (Government of the Republic of
Indonesia). Sister City/Sister Province Cooperation Agreement can provide many opportunities to develop
the region.</i>
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